
 

 

 

KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KOTA MAKASSAR 

 

KEPUTUSAN SEKRETARIS  

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR 

NOMOR 57 TAHUN 2026 

TENTANG 

PENETAPAN OPERATOR E-PPID PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  

KOTA MAKASSAR 

 

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR, 

 

 

Menimbang : a.  bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pelayanan 

informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum 

Kota Makassar yang merupakan pendukung penting 

dalam rangka monitoring dan evaluasi keterbukaan 

informasi publik secara teknis dikelola melalui akun E-

PPID Komisi Pemilihan Umum; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris 

Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang 

Penetapan Operator E-PPID pada Komisi Pemilihan Umum 

Kota Makassar; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota   Menjadi   Undang-Undang   (Lembaran   Negara  
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Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang 

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang 

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6547); 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6863);  

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang 

Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6820); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang 

Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa 

Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189); 
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7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 377); 

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 

tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata 

Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 

Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang 

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja 

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); 

9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang 

Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 741); 

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 

tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di 

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

(Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2023  Nomor  
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870) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 

Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang 

Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125); 

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 140 Tahun 

2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelayanan 

Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota; 

 

    MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA 

MAKASSAR TENTANG PENETAPAN OPERATOR E-PPID PADA 

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR 

KESATU : Menetapkan Operator Pengelolaan dan Pelayanan Informasi 

Publik E-PPID pada Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar 

adalah sebagai berikut : 

 Nama  : Yulianti 

 Jabatan : Staf Sub Bagian Partisipasi, Hubungan 

Masyarakat dan Sumber Daya Manusia 

 Alamat Email : kpuparmasmakassar@gmail.com 

 No. HP : 08124166511 

KEDUA : Tugas operator E-PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum 

KESATU meliputi : 

a. Melakukan aktivasi akun E-PPID sesuai dengan petunjuk 

yang ada; 

b. Melakukan pengisian menu-menu yang berada di laman 

PPID KPU Kota Makassar; 

c. Updating laman beranda PPID KPU Kota Makassar; 

d. Pengecekan jumlah permohonan informasi dan keberatan 

yang diajukan melalui PPID online; 

 

 

https://jdih.kpu.go.id/sulsel/makasar

mailto:kpuparmasmakassar@gmail.com
Rectangle



-5- 
 

e. Melaporkan aktivasi PPID kepada Pejabat Pengelola 

Informasi Informasi dan Dokumentasi secara berkala. 

KELIMA :  Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

 

 

Ditetapkan di Makassar 

pada tanggal  13 Juli 2026 

 

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM   

KOTA MAKASSAR, 

 

ttd. 

 

MUH. SALEH THAHIR 
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